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INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah Deskripsi Tentang Bentuk Kesengajaan Dalam Tindak Pidana
Penangkapan lkan Di ZEE Indonesia. Rumusan Masalah Bagaimanakah bentuk kesengajaan dalam
tindak pidana penagkapan ikan ZEE di Indonesia ?. Tujuan untuk mengetahui bentuk kesengajaan
dalam tindak pidana pengkapan ikan di ZEE Indonesia.

Sifat penelitian ini bersifat “Deskriptif” dan berjenis “Normatif”. Variabel dalam penelitian ini
terdiri dari variabel bebas yaitu kesengajaan tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia,
dan variabel terikat putusan hakim tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa,
bentuk kesengajaan dalam tindak pidana pengakapan ikan ZEE di Indonesia, a.Bentuk
Kesengajaan sebagai maksud, b. bentuk kesengajaan sadar kemungkinan,c.bentuk kesengajaan
sebagai kepastian. Adapun saran dari penulis yaitu, penulis berharap penegak hukum lebih
memperketat aturan agar dapat lebih mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara
ilegal (llegal Fishing).
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